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RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : -bahwa Pernyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

-bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014
menyatakan penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif
retribusi Menara Telekomunikasi tidak memiliki
kekuatan  hukum  sehingga  perlu  melakukan
penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Seri
A Nomor 61; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran




Daerah Kabupaten Rembang Nomor 102

CATATAN : | Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 25 Agustus 2017 dan ditetapkan 25
Agustus 2017




